
1 . Passi 18 aya.t (6) Undang-Undan_g Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahua 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dala.m Llngkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah deogan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan meagubah Undang-Undang Noroor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

a. bahwa dalaro penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa cliperlukan penyela.rasan kebijakan perobangunan antara 
Pemerintab Desa dengan Pemerintab Daerah dan Kebija.kan 
prioritas penggunaan Dana Desa untuk roendukung 
keberhaailan pernbangunan sesuai dengan potensi dan konclisi 
Desa: 

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Desa serta tertib administ.rasi 
pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jepara, maka perlu 
disusun pedoman: 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, roaka perlu menetapkan Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menginga.t 

Menimbang 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 38TAHUN 2023 

BUPATI JEPARA 

PROVINS! JAWA TENGAH 



Lingkungan Propinsi -Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54951, 
seba.gaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
de-ngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
55391 sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerinlah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Pcraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaao Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883}; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 teotang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 61 J }; 

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 20l8 Nomor 53) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati -Jepara Nomor 52 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daera.h 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

3 Bupati adalah Bupati Jepara. 
-I Carnal adaJah Carnal di Daerah. 
5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Bclaoja 
Daerah Kabupaten Jepara. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
seternpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pernermtahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemenntahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistern Pernerintahan Negara Kesat uan Republik Indonesia 
dan berada di Kabupatcn Jepara. 

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat 
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintab dan Pemerintab 
Daerah. 

10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah 
perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan 
sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
Pclaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 

J I Pcrangkat Dcsa adalah unsur staf yang membantu Petinggi 
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi 
dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi 
dalam pelaksanaan kebijakan yang diadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, 

12 Sadan Pcnnusyawara.tan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPO adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditctapkan secara demokratis. 

Pasal 1 

PENYUSUNAN 
DESA TAHUN 

PEDOMAN 
BELANJA 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN 
ANO GARAN 2024. 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59); 

Menerapkan 



(I) Setiap belanja dalarn APBDesa harus mendasarkan pada 
standardrsast indeks biaya; 

(2) Standardisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/ 
jasa Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi 
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Pemerintah Daerah; 

(J) Standardisasi indeks biaya perjaJanan dinas, honorarium dan 
uang saku Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi 
berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Pemerintah Daerab; 

(4) Standardisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan 
barang/jasa Pemerinlah Desa dan standardisasi indeks biaya 
perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa 
sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan 

Pasal 3 

(I) Pedornan penyusunan APBDesa, rneliputi: 
a. s!nkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan 

Desa dan RKPDesa; 
b. prinsip penyusunan APBDesa; 
c. kebijakan penyusunan APBDesa; 
d. teknis penyusunan APBDesa; dan 
e. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Uraian pedornan pe.nyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) tercanrurn dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

13 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkar PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur SipiJ Negara secara tetap 
oleh pejabat pernbina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa. adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

15. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arab bagi pemerintah desa 
daJam penyusunan, pembabasan dan penetapan APBDesa. 

16 Rencana Pembangunan Jangka Menengab Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDesa adaJah dokumen 
perencanaan desa uruuk periode 6 (enam) tahun. 

17 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya diaingkat 
RKPDesa adalab penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka 
waktu 1 tahun. 

18. Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa adalah 
penghasilan yang diberikan kepada Petinggi dan Perangkat 
Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalarn 
APBDesa. 
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2 Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang 
pelaksanaan pembangunan Desa antara Lain. 
11 Sub bidang pendidikan: 
2) Sub bidang kesehatan: 
J) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: 
4) Sub bidang kawasan pcrmukiman; 

a) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kewenangan Desa 
dan RKP Desa 

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan 
Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang harus selaras 
dengan arah kebijakan Pembanguan Daerah yang telah ditetapkan dalam 
Rencaoa Pembangunan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk 
mengintegraeikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan 
pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun 
dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Penyusunan APBDesa harus smkron dan sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang 
RKP Desa. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang 
ada dalam RKP Desa itu sendin harus sudah ada di dalam Peraturan 
Desa tentang RPJM Desa rnasing-masmg Desa yang telah ditetapkan dan 
diundangkan. 

Penyusunan APBDesa wajib disusun berdasarkan Peraturan Desa 
ientang Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. yang telah diundangkan, 
berdasarkan Pera tu ran Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 20 L8 teruang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara. 

Secara prinsip, semua jems kegiatan yang ada dalam APBDesa 
adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah diteiapkan dalam 
Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usu I dan Kewenangan Lokal F3erskala Desa yakni 
I Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Lain: 
I J Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, 

tunjangan dan operasional Pemerintahan Oesa; 
2) Sub bidang sarans dan prasarana Perneriruahan Desa, 
3) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

statistik, dan kearsipan; 
4J Sub bidang tata praja pernerintahan, perencanean, keuangan, 

dan petaporan, clan/at.au 
5! Sub btdang pertanahan 

KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA. 
KABUPATEN, DAE RAH PEMERINTAH KEBIJAKAN A SJ NKRONISASI 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor : 38 Tahun 2023 

Tanggal: 20 Desembe~ 2023 



Penyusunan APBDcsa harus memegang prinsip-prinsip sebagai bcrikut: 
Sesua.i dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa 
berdasarkan bidang clan kewenangannya; 

2 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan ja.dwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan; 

1 Transparan, untuk mernudahkan masyarakat rnengetahui dan 
mendapaLkan akses lnformasi seluas-luasnya lentang APBDesa; 

4 Partisipatif, melibatkan peran serta rnasyarakar: 
5 MempcrhaLikan asas keadilan dan kepatutan; dan 
6 Ticlak bertentangan dengan kepentingan umurn, peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya. 

B. PRJNSIP PENYUSUNAN APB DESA 

6 Pembiayaan, terdiri dari: 
I) Penerimaan pembiayaan; dan 
2) Pengeluaran pembiayaan. 

5 Kegiatan-kegiatan yan_g terdapat dalam sub bidang pada bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Dcsa 
antara Lain: 
I J Sub bidang penanggulangan bencana; 
2) Sub bidang keadaan darurat; dan/atau 
3) Sub bidang keadaan mendesak. 

4 Kegialan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang 
pernberdayaan rnasyarakat Desa antara Lain: 
I) Sub bidang kelautan dan perikanan. 
2) Sub bidang pertanian dan peternakan; 
3) Sub bidang peningkalan kapasitas aparatur Desa; 
'1) Sub bidang pemberdayaan pcrempuan. perlindungan anak dan 

keluarga; 
5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah: 
6) Sub bidang dukungan penanaman modal;dan/alau 
7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian. 

3 Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang 
pembinaan kemasyarakalan Desa antara Lain: 
I) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakai: 
2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan; 
3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan/atau 
4) Sub bidang kelembagaan masyarakat. 

5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup; 
6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan inforrnatika: 
7) Sub bidang energi dan surnber daya mineral; dan/atau 
8) Sub bidang Pariwisata. 



Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam 
penyusunan APBDesa, terkait dengan bidang, sub bidang dan kegiatan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan vang mengatur 
ten tang pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa 
penganggaran pernbayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa 
seliap bulan diietapkan sebagai berikut 

I) Penghasitan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat 
Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang diambil dari ADD, dalam 
hal ADD tidak mencukupi untuk mendanru penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Peunggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya maka dapat 
dipenuhi darl sumber lain selain Dana Desa, antara lain dari pendapatan 

Penyusunan APBDesa disusun denga.n menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran 
berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil 
serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil 
dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada : 

lndikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 
kegiacan yang dlrencanakan yang telah dltetapkan dalam RPJM Desa. 
Keberhasila.n indikator tersebut ditunjukan dengan pencapaian target 
indikator pernbangunan Desa setiap tahun sebingga kondisi kinerja yang 
diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini 
diperlukan oleh rnasyarakat dalarn rangka perwujudan akuntabilitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksana.an pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyara.kat serta 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa. 

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang 
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantit.as. efisiensi dan efektifii.as 
pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa 
harus sesuai dcngan bidang, sub bidang dan kegiatan yang mendukung 
tercapainya. Capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP 
Desa. 

J. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit 
barang/jasa yang berlaku di suaiu daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBDesa harus 
berpedomao kepada Peraturan Bupau Jepara Nomor 52 Tahun 2018 
Lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Pemerintah Daerah. 

C KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 



5) Tambaban tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang 
berstatus PNS dan/atau Non PNS dan star yang berasal dari basil 
pengelolaan bengkok. 

6) Tunjangan kesehatan bagi Pelinggi dan Perangkat Desa dcngan mengacu 
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang 
Pemotongan, Penyetoran, clan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi 
Kepala Desa dan Perangkar Desa, dengan ketentuan sebagai berikut : 

asli Desa, bagi hasll pajak dan retribusi Daerah dan pendapatan Lain­ 
lain. 

2) Besaran penghasilan tetap Petinggi, Carik non PNS dan Perangkat Desa 
lainnya di Daerab cliatur sebagai berikut : 
11. Petinggi paling sedikit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu 

rupiah). 
b. Carik non PNS paling seclikit Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah). 
c. Kepala seksi, kepala urusan dan karnituwo paling sedikit Rp. 

2.150.000,- (duajuta seratus lirna puluh rlbu rupiah). 
d. Staf paling sedikit Rp. 2.050.000,- (duajuta lima pulub ribu rupiah). 
e. Penghasilan Tetap tidak dibayarkan kepada Petinggi atau Carik yang 

berstatus PNS. 
3) Penghasilan tetap diberikan setiap awal bulan sesuai dengan kernampuan 

keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Untuk pembayaran tunjangan Petinggi clan Perangkat Desa ditetapkan 
sebagai berikut: 

1) Selain mendapat penghasilan tetap, Petinggi dan Perangkat Pesa. dapat 
diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa. 

2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa tunjangan jabatan, 
tunjangan istn/suami, Lunjangan anak, tunjangan keschatan, tunjangan 
ketenagakerjaan, dan tambahan tunjangan. 

J) Tunjangan jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan kepada 
Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya. 

4) Pemberian tunjangan Jabatan Petinggi clan Perangkat Desa diberikan 
selama rnenjalankan tugas paling sedikii 15 (lirna betas) hari kerja dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a Tunjangan jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan 

jabatan PNS eselon IV.a; 
b Tunjangan jabatan Carik non PNS paling tinggi sama dengan 

tunjangan jabatan PNS eselon JV b; 
c Tunjangan jabatan kepala seksi, kepala urusan dan kamituwo paling 

linggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b; 
d PNS yang diangkat menjadi Petinggi atau Carik menclapatkan 

tunjangan jabatan disesuaikan dengan kernarnpuan keuangan De&a 
clengan besaran sebagai berlkut: 
l. Petinggi PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS 

eselon IV a; 
2. Carik PNS paling Linggi sama dengan tunjangan Jabatan PNS eselon 

IV b. 



a. Petinggi clan Perangkat Desa besert.a anggota keluarga wajib 
didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu wajib didaftarkan 
melalui BPJS Kesehatan; 

b. Pcmerintah Daerah rnelakukan pendaftaran dan perubahan data 
kepesertaan Jaminan kesehatan Petinggi dan Perangkat Desa secara 
kolektif; 

c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkai Desa adalah 
sebesar 5°,1, (lima persen] dari gaji/upab perbulan (Penghasilan tetap) 
dengan rincian: 

I 4% (empat persen) dibayar oleh pemberl kerja (Pemerintah Daerah); 

1. 1 % (satu persen) clibayar oleh peserta dari Penghasilan tetap 

d. Pemotongan dan penyetoran iuran dilakukan oleh bendahara umurn 
Daerah berdasarka.n jumla.h rencana kebutuhan pernbayaran iuran 
sesuai data kepesert.aan jaminan kesehatan bagi Petinggi dan 
Perangkat Desa. 

7) Carik PNS diberikan Tambahan Tunjangan sebesar 40 °/o (ernpat puluh 
persen) dari hasil pengelotaan bengkok. 

8) Petinggi acau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan/atau 
belum mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan, dapat diberikan 
penghargaan puma tugas, dengan ketentuan: 

a Untuk Petinggi 

Masa pengabdian sampai dengan 6 tahun diberikan penghargaan 
puma tugas paling tinggi sebesar 20o/o (dua puluh persen) dari 
Penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun. 

2 Masa pcngabdian lebih dari 6 tahun diberikan penghargaan puma 
tugas paling tinggi sebesar 200/o (dua puluh persen) dari 
Penghasilan tetap selama 2 (dua) tahun. 

b Untuk Perangkat Desa 
Masa pengabdian sarnpai dengan 10 tahun, diberikan penghargaan 
puma tugas paling tmggi sebesar 20°/o (dua puluh persen] darl 
Penghasilan tetap sela.ma I (satu) tahun. 

2. Masa pengabdian lebih dari 10 sampai dengan 20 tahun, cliberikan 
penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 
persen] dari Penghasilan tetap selama 2 (dua) lahun. 

3 Masa pengabclian leblh dari 20 tahun, diberikan penghargaan 
puma rugas paling tinggi sebesar 200/o (dua puluh persen) dari 
Penghasilan tetap selama 3 (tiga) tahun. 

9) Petinggi atau Perangkat Desa non PNS diberhentikan dengan hormat 
karena meninggal dunia dan belum mendapatkan fasilitas ja.minan 
ketenagakerjaan dapat diberikan penghargaan purna tugas yang 
diterirnakan kepada istri/suami atau ahli waris yang sah, dengan 
ketentuan: 
a Petinggi yang memnggal dunia, diberikan pengha:rgaan paling tinggi 5 

kali dari Penghasilan cetap. 



Hal-hal yang harus drperhatikan dalam penyusunan APBDesa, terkait 
waktu dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan 
APBDesa. 

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Carik mengoordmasikan 
penyusunan rancangan APBDesa bcrdasarkan RKP Desa tahun 
berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan 
Peraturan Bupali. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan 
bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan 
tahapan sebagai berikut : 
a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

kepada Petinggi 

h Carik Non PNS yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling 
tinggi 4 kali dari Penghasilan retap. 

c. Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling 
tlnggi 3 (tiga) kali dari Penghasilan tetap. 

10) Pernberian pengharga,an sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan] dan 
angka 9 (sembilan) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan sesuai 
kemampuan keuangan Desa. 

Untuk Penjabat Petinggi (Pj Petinggi) dilentukan sebagai berikut: 

I) Pj. Petinggi tidak mendapatkan Penghasilan Tetap. 

2) Pj. Petinggi dapat diberikan tunjangan jabatan sama dengan tunjangan 
jabatan Petinggi definitif, Tambahan Tunjangan yang besarnya ditetapkan 
dengan Peraturan Desa, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Badan Permusyawarata.n Desa telah diatur sebagai berikut: 

l) BPD mempunyai bak untuk mendapatkan biaya operasionaJ pelaksanaan 
tugas dan fungsinya dari APBDesa. 

2) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APBDesa, tunjangan 
tersebut rneliputi Tunjangan pelaksanaan tugas clan fungsi yang 
merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang 
merupakan tunjangan kinerja. 

3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan 
anggota dalam kelembagaan BPD yang ditentukan sebesar Rp. 300.000,­ 
(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. l .000.000,- (satu juta rupiah) 
per bulan yang bersumber dari APBDesa. 

4J Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan 
beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

5J Pengha.rgaan puma tugas dapat diberikan kepada anggota BPD paling 
banyak Rp. 1.000.000,- (saru juta rupiah) yang bersurnber dari 
Pendapatan Asli Desa. 

D Teknis Penyusunan APBDesa 



b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petin_ggi 
kepada BPD untuk dibahas dan clisepakati bersama dalam 
musyawa.rah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
clisepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Pctinggi 
dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa 
diterima oleh BPD. 

d. Pela.ksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
antara BPD dan Petinggi untuk pertarna kali dilakukan paling lama 30 
[tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap 
pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalam Serita Acara atau notulen 
musyawarah. 

e. Dalam hal BPD tidak menycpa.kati rancangan Peraruran Desa tentang 
APBDesa yang disarnpaikan Petinggi, Pemerintah Desa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyclenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu 
tahu n sebelurnnya. Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi ten tang 
Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum 
ditetapkannya Peraturan Desa teruang APB Desa sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan. 

f. Atas dasar kesepakatan bcrsama Petinggi dan BPD, Petinggi 
menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran 
APBDesa. Carik rnengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Petinggi tentang Penjabaran APBDesa. 

g. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa dan Perubahan APBDesa kepada Camat. Selanjutnya Ca.mat 
membentuk Tim IJ:valuasi Rancangan Peraturan Desa lentang APBDesa 
dan Perubahan APBDesa dengan susunan keanggotaan tcrdiri dari : 

1) Ketua Carnal 
2) Wakil Ketua Sekretaris Kecamatan 
3) Sekretaris Kepala Seksi Pemberdayaan Masyara.kat 
4) Anggota Unsur Pemenntah Kecamatan dan UPT Terkait 

h. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disarnpaikan Petinggi 
kepada carnal paling lambat 3 (tiga) ban sejak disepakati untuk 
dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi 
dengan dokumen paling sedikit meliputi. 

I) Surat Pengantar: 
2) Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa; 
J) Peraturan Desa tentang RPJM Desa: 
4! Peraturan Desa ternang RKP Desa; 
5) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul 

clan kewenangan lokal berskala Desa; 
61 Peraturan Desa reruang pembentukan dana cadangan lJika 

tersedia); 
7) Peraturan Desa tcntang Penyerraan modal (jika tersedia]; 
8l Berita Acara Hasil Musyawarah BPD; 



2. Substansi APADesa_ 
APBDesa rnernuat rencan.a pendapatan, rencana belanja untuk 

rnasing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk 

9J Kepurusan BPD tentang Kesepakatan At.as Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa; 

10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhi quorum); 
11) Daftar Hadir Pemerintab Desa dan masyarakat. 

j. Carnal dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait 
dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan da1am 
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 
(dua puluh] hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa. 

k. Dalam haJ Carnal tidak mernberikan hasil evaluasi dalam batas wakru, 
rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. 

I. Dalam hal basil evaJuasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 
Desa. selanjutnya Petinggi menetapkannya menjad.i Peraturan Desa, 

m.DaJam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan yang Jebih tinggi, kepenlingan umum, dan RKP 
Desa, Petinggi melakukan penyempumaan paling lama 20 (dua puluh] 
hari kerja terh.itung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

n. Apabila hasil evaluasi tidak dilindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi 
tetap rnenetapkan Rancangan Peraruran Deaa tentang APBDesa 
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi tentang 
Penjabaran APBDesa menjad.i Peraturan Petinggi, Camat mengusulkan 
pembatalan peraturan Desa tentang APBDesa kepada BupaLi. 

o. Petinggi mernberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Pet.inggl paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan 
selanjutnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan 
Peraturan Petinggi dimaksud. 

p. Dalam hal pernbatalan, Petinggi hanya dapat melakuka.n pengeluaran 
terhadap operasional penyelenggaraan pernerintahan Desa dengan 
mengguna.kan pagu tahun sebelumnya sampai penyempumaan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disarnpaikan dan 
rnendapat persetujuan Bupati. 

q. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telab dievaluasi 
ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. Peraturan 
Desa tentang APBDesa ditetapkan paJ.ing lambat tanggal 31 Desember 
tahun anggaran sebelumnya. Petinggi menetapkan Rancangan 
Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa sebagai peraiuran 
pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa. 

r. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelab ditetapkan untuk diklarifikasi. 

s. Petinggi menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada 
rnasyarakat melalui media informa.si. lniormasi paling sedikit memuat : 
APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang rnelaksanakan 
kegiaran dan alarnat pengaduan. 



A Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah 
semua penerimaan desa dalam 1 (satuj tahun anggaran yang 
menjadi hak desa dan tidak perlu clikembalikan oleh Desa. APBDesa 
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki 
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa 
terdiri atas kelompok : 

Pendapatan Asli Desa 

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis : 

a Hasil Usaha Desa: 
Penganggaran pendapatan dari basil usaha desa 

diantaranya bersurnber dari basil usaba Badan Usaha 
Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba 
(profit oriented) sehingga marnpu menghasilkan 
keunt.ungan atau deviden untuk meningkatkan 
pendapatan asli desa. Untuk itu pemerintah desa dalam 
penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa 
masing-rnasing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang Sadan Usaha Milik Desa dan Badan 
Usaha Milik Desa Bersama. 

b. Hasil Aset Desa 
Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan 

tanah bondo deso, bengkok, pasar desa, tempat pemandian 
umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai 
dengan kewenangan berdasarkan hak aeal-usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa. 

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan 
tanah bondo Deso dan bengkok agar dimasukkan ke dalam 
pendapatan desa secara wajar dan rasional sesuai dengan 
pendapatan Tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasar 
desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil 
retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari ternpat 
pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa 
bersumber dari retribusi pernanfaatannya. Untuk itu 
penganggarannya agar direncanakan secara wajar dan 
terukur dengan rnemperhatikan perkiraan peningkat.an 
dari realisasi pendapatan Tahun sebelurnnya. 

Khusus pendapatan dari hasll pengclolaan bengkok 
yang mana sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa digunakan 
scbagai tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa. 

tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek 
pendapatan. belanja, dan pembiayaan. 



2 Pendapatan Transfer 

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis : 

a, Dana Desa 
Memperbatikan ketentuan Peraruran Pemenntah 

Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah. Penganggaran pendapatao dari Dana Desa 
didasarkan pada asumsi besarao pagu indikatif Dana Desa 
tahun sebclumnya dan/atau Peraturan yang mengatur 
terkait Pengelolaan Dana Desa bagi setiap Desa di Daerah 
tahun berkenaan. 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah 
untuk meningkat.kan kemampuan keuangan desa dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakaL 

Dana bagian dari basil pajak daerah dan retribusi 
daerah digunakan untuk membiayai urusan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kcpada 
rnasyarakat. 

c. Swadaya, Par+isipasi dan Gotong-Royong 

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong­ 
Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan 
masyarakat desa yang dapat berupa barang yang 
dimasukkan ke dala.rn daftar aset Desa. danjasa atau uang 
yang climasukkan ke dalam rekening kas desa dicatat 
sebagai pendapatan asll desa. 

d. Pendapatan Asli Desa lain 

Penganggaran Pendapatan asli Desa lain antara lain 
bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan 
pungutan dalam ra.ngka peningkatan pendapatan asli Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan 
setelah desa menetapkan Peraturan Desa tentang 
Pungutan Desa, climana rancangan Peraturan Desa tentang 
pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah 
Desa bersama BPD serta harus dievaluasi oleh Bupati. 
Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan 
memperhatikan kondisi ekonorni dan kemampuan 
rnasyarakat setempat. 



Penganggaran pendapatan dan BHPR untuk 
masing-rnasing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

c Alokasi Dana Desa {ADD) 

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan 
pada asurnsi besaran pagu indikaiif ADD Tahun 
sebelumnya dan/atau informasi resrni dari Pemerintah 
Daerah melalui Keputusan Bupati tentang besaran alokasi 
dana ADD bagi setiap Desa di Daerah tahun berkenaan. 

d Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat umum 
dan khusus serta dikelola dalam APBDesa. 

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan 
infonnasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
mengenai. besaran alokasi dana transfer ke Desa. 

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara: 

Banuian Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupalen Jepara dapat bersifat umum 
dan khusus serta dikelola dalam APBDesa. 

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan 
dari Pemerintah Daerah didasarkan informasi resmi dari 
Pemerintah Daerah mengenal besaran dana alokasi transfer 
ke Desa 

f. Pendapatan Lain 

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber 
dari Pendapatan Lain terdiri atas: 
I) Penerimaan dari hasil kerjasarna Desa; 
:!J Penerimaan dari bantuan perusahan yang berlokasi di 

Desa; 
3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak 

ketiga . Penetapan target surnbangan pihak ketiga 
yang dari badan, lernbaga, organisasi swasta dalam 
negeri/luar ncgeri, kelompok masyarakat maupun 
perorangan yang bdak mengikat dan tidak mempunyai 
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, 
dianggarkan dalam APBDesa. 

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 
Dcsa pada tahun anggaran berjalan. 

5) Bunga bank; dan 
6) Pendapatan lain Desa yang sah. 

Dalam hal terdapat Ternuan Hasil Pemeriksaan 
Laporan kcuangan Desa QRn terdapat pendapatan lain 



B Belanja 
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Belanja Desa ini 
harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa 
yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pedoman 
penyusunan APBDesa secara rinci menguraikan bal-hal yang harus 
diperhatikan dalam penyusunan APBDesa dari sisi belanja yang 
meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. 
Pedoman penyusunan APBDesa harus mengatur hal-hal yang 
memastikan babwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang 
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalab logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. 
Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan 
dengan rnengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertin_ggi. 
Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari 
kabupaten, maka Desa ha.rus menyampaikan alasan yang kuat. 

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran 
dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam saru 
tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang 
berorientasi pada pencapaian basil dari input yang direncanakan. 
Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa, Pemerlntah Desa agar 
berupaya rnenetapkan target capaian sesuai dengan RPJM Desa dan 
RKP Desa. 

Komposisi penggunaan bclanja desa yang ditetapkan dalam 
APBDesa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tabun 2014 tentang Desa, digunakan deogan ketentuan: 

a. paling sedikit 70°/o (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran 
belanja Desa digunakan untuk mendanai · 

I) Penyelenggaraan Pernerintahan Desa terrnasuk belanja 
operasional Pemerintah Desa dan insentifRT dan RW, 

2) Pelaksanaan pembangunan Desa; 

3) Pembinaan kernasyarakatan Desa, dan 

4) Pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. paling banyak 30°/o (t.iga puluh persen) dari jurnlah anggaran 
belanja desa untuk mendanai : 
l) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi, Carik dan 

Perangkat Desa Lainnya, 
2) Tunjangan dan opcrasional BPD. 

Penganggaran belanja dalam APBDesa dituangkan dalam 
nama kegiatan berdasarkan bidang clan sub bidang yang dirinci 

selain yang telah diseburkan diatas rnaka dimasukkan 
pada pendapatan lain desa yang sah. 



C. Pembiayaan Desa 
Dalam penyusunan APBDesa harus menguraikan secara rinci 

hal-hal yang perlu cliperhatikan dari sisi pembiayaan, yang meliputi: 

( I) Penerirnaan pernbiayaan, terdiri dari sisa lebih penggunaan 
anggaran (SiLPA) dan pencairan kembali dana cadangan; dan 

(2) Pengeluaran pembiayaan. terdiri dari penyertaan modal dan 
penganggaran dana cadangan. 

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu 
dlbayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya yang terdiri at.as kelornpok penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan meliputi : SiLPA tahun sebelumnya: 
pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang 
dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit 
meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai 
atau lanjutan. Pencairan da,na cadangan digunakan untuk 
menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya 
dicatatkan dalam penenmaan pernbiayaan dalam APB Desa. Hasil 
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan 
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Oesa yang dipisahkan. 

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana 
cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan 
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa 
yang paling sedikit memuat : 
I Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
4. Sumber dana cadangan; dan 
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 
Pembentukan dana cadangan dapat bcrsumbcr dan penyisihan atas 
penerirnaan Oesa, kecuali dari penerirnaan yang penggunaannya 
telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
rnasa jabatan Petinggi. 

Program dan Kegjatan yang dapat dibiayai dari Dana 
Cadangan meliputi : pengisian/penjaringan/penyaringan Petmggi 
dan Sadan Pennusyawaratan Desa, dan/atau kegiatan lain sesuai 
dengan kebutuhan Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa 
dilaksanakan me1alui rekening Dana Cadangan Desa pada bank 
pernerinrah. Rekemng Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah 

dalam jenis belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal 
dan belanja tak terduga. 



Desa dengan spesimen tanda tangan Petin_ggi dan Kaur Keuangan. 
Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan Petinggi kepada 
Bupati lewat Carnal. 

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk 
menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang cliinvesta.sikan 
dalam BU MDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masya.rakat. Penyertaan modal merupakan 
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran 
pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal dalam bentuk tanab 
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual, Penyertaan modal pada 
BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Modal BUMDesa secara mayoritas 
dimiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa 
diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal 
yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan 
modal. lndikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi : 

a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk 
penyertaan Modal pada BUMDesa.; dan/atau 

b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat dJgunakan 
untuk penyertaan Modal pada BUMDesa. 

lndikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi: 

a. Adanya Peraturan Desa tenta.ng Pendirian BUMDesa yang 
mengatur tentang organisa.si pengelola BUMDesa dan/atau 
struktur organisasi BUMDesa, modal usaha BUMDesa, .Jenis 
Usaha BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
BUMDcsa dan pengisian calon pengurus BUMDesa; 

b Adanya Peraturan Desa tentang Penyert.aan Modal BUMDesa 
yang mernuat paling sedikit: 

I. jumlah modal yang disertakan; 
2. mekanisme pengembalian modal; 
3. alokasl keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan; 
4. hak dan kewajiban pihak Desa dan BUMDesa secara 

kelernbagaan: dan 
5. jangka waktu penyertaan modal. 

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal 
BUMDesa dengan mempertimbangkan : 

a proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUMDesa; 
b kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUMDesa dengan 

memperhatikan: 

I. Aspek $umber Daya Manusia; 
2. Aspek Ekonomt; dan 
3 Aspek Sarana dan Prasarana. 



Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus 
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, yakni sebagai berikut 
I Penekanan terhadap pelaksanaan kegialan yang cliutamakan dilakukan 

melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan 
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan 
mclibatkan partlsipasi masyarakat untuk mcmperluas kesempatan kerja, 
dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

2 Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penanganan bcncana alam 
dan non alam di Desa. 

J Pemerintah Desa dapal melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: 
a. penarnbahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tabun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan 

tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan: dan 

e. adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pernerintah. 
Sisa penghematan belanja sebagairnana dimaksud pada angka 3 

huruf b adalah sisa atas penghematan bclanja dari kegiatan yang telah 
selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum 
Perubahan APBDesa. Dalam ha! anggaran sisa penghematan belanja 
akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka 
perubahan besaran anggaran jems belanja disesuaikan dalarn Perubahan 
APBDesa. 

E. Hal-ha! Khusus Lainnya 

3 Cara mengisi format APBDesa 

Cara mengisi format APBDesa pada dasamya mempedomani 
ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana secara umum 
adalah sebagai berikut: 
a Rencana pendapatan rnemuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, 

yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek 
pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran 
APBDesa. 

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasr bidang dan klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. 
Klasifikasl ekonomi cliuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, 
dan rlncian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja 
dituangkan dalam penjabaran APBDesa. 

c. Rencana pembiayaan memual kelompok penerimaan pernbiayaan 
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan 
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan 
surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, 
jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek 
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa. 



3. Dalam hal Petinggi diberhenlikan sebelum berakhir masa jabatannya 
a tau Petinggi meninggal dunia, dimana sisa masa jabatannya lebih dari l 
(satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah 
Daerah sebagai fj. Petinggi sampai ditetapkannya Pctinggi Antar Waktu 
hasil musyawarah Desa. Biaya Pemili.han Petinggi antar waktu 
dibebankan pada APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 
BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi Antar Waktu 
berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa. 

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam I 
[satu) tahun anggaran, kecuali dalarn keadaan luar biasa atau adanya 
kebijakao lain yang ditetapkan oleh Pernerintah. Kriteria keadaan luar 
biasa antara lain yaltu terjadinya beocana alam, bencana non alam, 
kerusuhan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, keadaan 
yang menyebabkan estimasi penurunan penerimaan dalam APBDesa 
yang signi.fikan sehingga pelaksanaan APBDesa tidak dapat 
dipertahankan. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa. 

Pernerintah Desa dapat rnelakukan perubahan terhadap Peraturan 
Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan 
Peraturan Desa tcntang Perubahan APBDesa ditetapkan. 

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat 
dilakukan apabila terjadi : 
a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berjalan; 
b keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelurnnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 
berjaJan. 

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenal penetapao 
Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabara.n APBDesa dan 
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pembetitahuan 
mengenai Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDesa. 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai 
APBDesa berlaku secara mutatls rnutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Desa mengenai perubahan APBDe$8. 



a. bahwa Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kernakrnuran 
rnasyarakat Desa, 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelcnggaraan 
Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersarnaan, 
elisiensi, berkeadilan, berkelanjuta.n, berwawasan 
lingkungan, dan kemanctirian sehingga menciptakan 
landasan kuat dalam rnelaksanakan pernerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, rnakmur, dan 
sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran .... ; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 ten Lang Pernbentukan Daerah 1'ingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor l3 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Proplnsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan Antara Pernermtah Pusat dan Pemerintah Dae-rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4438); 

PETrNOGI , , 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

TENT ANG 

PERATURAN DESA .... ,. 
NOMOR , .. TAHUN .. ,. 

PETJNGGl .. , 
KABUPATEN JEPARA 

Mengingai 

Menimbang 

F, Conteh Rancangan Peraturan Desa renrang APBDesa 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nam.or 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahuo 2023 tentang Penetapao 
Peraturan Permerintah Peogganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

-I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Permenntah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

5 Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kab 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran 
Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan 01 Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 [; 

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Tranemigrasi Nomor .. Tahun .. tentang Priontas 
Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Benta Negara Republik 
Indonesia Tahun . Nomor .. ); 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tenta.ng Sumber Pendapatan Desa (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 
tenta.ng Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
.Jepara Tahun .... Nomor ); 

11 Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah 



PETrNGGI ..• 

dan 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... 

Denga.n Kesepakat:an Bersama 

diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Supati Jepara 
Nomor 52 Tahu n 201 8 Len tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2019 Nomor 59); 

13 Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Percanggungjawaban 
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pernerintah Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lam Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara 
(Serita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74); 

15 Peraruran Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 
2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

lfi Peraturan Bupati -Jepara Nomor 8 Tahun 2021 ceruang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Desa [Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

17 Peraturan Bupati .Jepara Nornor ... Tahun .. tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran ... (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .. tentang Petunjuk 
Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun .... Nomor ... ); 

19 Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .. tcntang 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
.... (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun .. Nomor .. [. 

20 Pera tu ran De$8 Nomor ... Tahun 2018 ten rang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal UsuJ den Kewenangan Lokal 
Skala Desa ..... (Lembaran Desa ... Tahun Nomor .... ); 

21 Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... 
(Lembaran Desa .. Tahun . Nomor .. ); 

22 Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun .... t.entang Rencana Kerja 
Pernerintah Desa Tahun .. (Lembaran Desa ... Tahun .... 
Nomor .. ); 



(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan umuk penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
anggaran jenis belanja tidak rerduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan keg!atan penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan 
APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dlrnaksud pada ayat (I) harus memenuhi kriteria: 
a bukan rnerupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintab Desa dan tidak 

dapat dipredikai sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi sccara berulang: 

Pasal 5 

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 4 

a. APBDesa; 
b. Daftar penyertaan modal; jika tersedia 
c. Daftar dana cadangan; jika tersedia dan 
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya. jika tersedia 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 

P{lll<l-13 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal2 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Perooi.isaan Oe&a 
a Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiyaan (a- b) 

Rp . 
Rp ..........• ., ••.....••.• .,., •.•• 
Rp ........................•..........••.. 1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa 
Surplus/ Defisit 

Pasal I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angga.ran .. dengan perincian 
sebagai berikut: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN ..... 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Noreg Perat1J.ra11 Desa ... Kecarnatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama DesaJ/(tahun) 

LEMBARAN DESA ... TAHUN .... NOMOR ......... 

. ... .. (nam.a tanpa gelar) 

CARIK ... 

Diundangkan di ... 
pada taoggal .... 

(Nama Tanpa gelar) 

PETINOOI . 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Desa .... 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dalam hat terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengu.rangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; 

dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 
Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahe.n 
Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada 
BPD. 

Pasal 6 

c. berada dill.lllI kendali dan pengaruh Pernerintah Desa; 
d memiliki dampak yang signifikan terbadap anggaran dalam rangka 

pernulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau 
permasalahan sosial; dan 

e berskala lokal Desa. 



"cetak by siskeudes 

TIO 
( ) 

PETINGGI . 
···-··-·---, ·····--·--·-········-······ 

KODE 
lJRATAN 

ANG GARAN SUMBER 
REKENING (Rp.) DANA 

I 2 3 4 5 
a b c a b -- - 

- - - 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERJNTAH DESA ... 
TAHUN ANGGARAN .•. 

LAMP!RAN PERATURAN DESA 
NO MOR ..... TAHUN .... 
TENTANO ANOOARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ... 



a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Desa Nomor Tahun . ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... , maka perlu menyusun 
Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Petinggi tenrang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Angga.ran .... ; 

l. Undang-Undang Norn or 13 Tahun 1950 ten tang Pembentu kan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengan sebagaimana teleh diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n 
Batang dcngan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambsban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Amara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 
126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3 Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraruran Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tabun 2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

PETINGGI , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN ...• 

TENT ANG 

PERATURAN PETINGGI . 
NOMOR ... TAHUN . 

PETlNGGI ... 
KABUPATEN JEPARA 

G. Conteh Rancangan Peraturan Peringgi tentang Penjabaran AP6Desa 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganli 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tent.ang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6321); 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2091); 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 I 8 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berila Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nornor 611); 

9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor .. Tahun .. tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun .. [Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun .. Nomor .. ); 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepa.ra Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapat.an Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun ... 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten 
.Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupatcn Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nornor 52 Tahun 2018 ientang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Belita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 
2019 Nomor 59); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pembenan. Penyaluran. dan Pertanggungjawaban 



Rp .. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

L. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli De8<1- 
b. Transfer 
c. Lain -lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Desa Tahun Anggaran ... terdiri dari: 

Pasal 1 

PERATURAN PE'J'INGOI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN SELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN .... 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

14 Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Dcsa Di Kabupaten Jepara 
(Berita Daerah Kabupaten .Jepara Tahun 2019 NQmor 74); 

15 Peraturan Bupali Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari HasiJ Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa [Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 
2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita Daerah Kabuparen 
Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

16 Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Desa (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

17 Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .•.. tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran ••.. [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun .. Nomor ... ); 

18 Peraturan Bupati .Jepara Nomor ... Tahun .... tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
(Berila Daerah Kabupaten Jepara Tahun .... Nomor ... ); 

19 Peraturan Bupati Jppara Nomor ... Tahun ...• tentang 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
..•. (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

20. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahuo ... - ... 
[Lembaran Desa Tahun Nomor ); 

21 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja 
Pernerintah Desa Tahun Anggaran [Lembaran Desa ... 
Tahun •.. Nomor ); 

22 Peraruran Desa Nornor ... Tahun .... tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..• (Lembaran 
Desa ... Tahun ... Nomor ... ); 



{Noma. Tanpa gelar) 

PETI NGGI . 

SERITA DESA ... TAHUN .... NOMOR ........ 

...... (nama tanpa gelar) 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 
CARIK ... 

Ditetapkan d1 .. 
pada tanggal .. 

Agar setiap orang mengetahuiriya, mernerintahkan pengundangan Peraruran 
Peti.nggi ini dengan penempatannya da1arn Serita Desa .... 

Peraturan ?etinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa14 

Pelaksanaan Penjabara.n Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih Ianjut dalarn Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (OPAi yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi irn. 

Rp . 
Rp . 
Rp .. 

Rp . 
Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Pasal 2 

3, Pernbiayaan D~ 
a, Penerimaan Pembiayaan 
b Pengeluaran Pembiayaan 

Sclisih Pcmbiayaan ( a - b I 

2. Belanja Desa 
a. Penyelenggaraan Pemeriruah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Penanggu.Langan Bencana, 

Darurat, dan Mendesalc Desa 
Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 



*cetak by aiskeudes 

TTD 
( ) 

PETJNGGI . 
••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

KODE KELUARQ ANGGA . SUMS' 
URAIAN OUTPUT RAN ER 

REKENlNG 
VOLUME SATUAN (Rp.) DANA 

I 2 3 4 5 6 7 
·- r -~ a b c a b c d 

I ·- -- 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERlNTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI 
NOMOR ... TAHUN .... 
TENTANG PENJA.BARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 



a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan daJam 
Anggaran Pendapat.an dan Belanja Desa, k.arena adanya ... 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran ... ; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daJam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa 
ternang Perubahan atas Peraturan Deaa Nomor ... Tahun .. 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Tahun 
Anggaran ... ; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pcmbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lmgkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah dJubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Prcpinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tarnbahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangao 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintab Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lernbaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
4438); 

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan sebagairnana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Permerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta L<crja rnenjadi Undang·Unda.ng [Lernbaran Negara 

PETINGGl , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ... NO MOR .... TAHUN .... TENT ANG 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ... 

TENT ANG 

PERATURAN DESA . 
NOMOR .. TAHUN . 

PETINGGI .. 
KABUPATEN JEPARA 

II. Conteh Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDe$a 



Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lerubaran Negara Republik Lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 55671 i;ebagaima11a te!ab beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Dana 
Pcrimbangan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndoneaia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa ~Ii 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Ll 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321 ) ; 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor I l I Tahun 2014 
tentang Pedoman Tekms Peraturan Di Desa (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Mentcri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, 
clan Transmigrasi Nomor Tahun ... tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun .. Nomor .. I; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara 'l'ahun 2015 Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Kabupat.en Jepara Nomor ... Tahun ... 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun Angga.ran ... (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

I 2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 20 l 8 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 531 scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2019 Nomor 59); 

13. Peraturan Bupati ,Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban 



MEMUTUSKAN : 

PIITINGGI ... 

dan 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... 

Dengan Kesepakatan Bersama 

Banruan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

14 Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara 
(Berita Daera!:l Kab1.mate11.Je~ Tahun ~019 Nomor 74); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 
2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Belita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nornor 8 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

17 Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .. tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran .. (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor .. ); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk 
Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor .. Tahun . . tentang 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
... (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

20 Peraturan Desa Nomor ... Tabun 2018 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan 
Kewenangan Lokal Skala Desa .... (Lem baran Desa ... 
Tahun .... Nomor ..•. ), 

21 Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
(Lembaran Desa Tahun Nomor ... ); 

22. Peraturan Desa Nornor Tahun ••• tentang Rencana Kerja 
Pemeri.ntah Dess Tahun Anggaran •.. (Lernbaran Dess ... 
Tahun ..• Nomor .. ); 

23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..• (Lembaran 
Desa ... Tahun ... Nomor ... ); 



Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oesa sebagai landasan operaslonal pelaksaaaan 
Perubahan APBDesa. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp ..•..... ······ .....•..•..• 

Pasal 2 

a. Semula 
ti Bertarnbah/(berkura.ng) 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Selisih Pembiyaan setelah perubahan (3.1-3.2) 

Jumlab belanja setelah perubahan Rp . 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
3. l Penerimaan Pembiayaan Rp . 

a. Semula Rp . 
ti Bertambah/(berkurang) Rp. . ., , . 
Jumlah penerirnaan setelah perubahan Rp . 

3.2 Pengeluaran Pernbiayaan 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp ··················· . 
Rp . 

1. Pendapatan Desa 
a. Semula 
b Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja Desa 
a Semula 
b Bertambab/(berkurang) 

Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan 
rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DESA NOMOR TAHUN TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .... 



LEMBARAN DESA ... TAHUN .. NOMOR ...... 
Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/{nama desa)/(tahun) 

...... (nama tanpa gelar) 

CARIK ... 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

(Nama Tanpa gelar) 

PETINGGI . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .... 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 



"cetak by siskeudes 

TTD 
( ) 

PETINGGI . 
........... , ..... ··············-~····· 

KODE 
' 

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/ SUMBERDANA 
REKENlNG URAlAN ANOGARAN (Rp.) I URAIAN ANGGARAN (Rp.) (BERKURANG) 
I 2 3 4 s 6 7 8 

a b c a b I I 

I I 
I I I 

~ I I 

PERUBAHAN ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMBRINTAH DESA ... 
TAHUN ANGGARAN .. 

LAMPIRAN PERATURAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN .. 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA TAHUN 
ANGCARAN .. 



bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor Tabun .. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. , maka perlu menyusun 
Peraturan Petinggi rentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. ; 
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4438); 

J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Permerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemenntahan 
Daerah (Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

PETINGGI , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURJ\N PETTNGGI NOMOR .. TAHUN ... TENTANG 
PENJABARAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANOGARAN ... 

TENT ANG 

PERATURAN PETINGG! . 
NOMOR .. TAHUN .. 

PETINGG! . 
KABUPATEN JEPARA 

Conteh Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan APBDesa 



Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Perrnerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6856); 

5 Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4575); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 t.eotang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nornor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan 
Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 632 u. 

7. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Senta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. 
dan Transmigrasi Nomor .. Tahun ... tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Serita Negara Republi.k 
Indonesia Tahun ... Nomor ... ); 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor ... Tahun ... 
tentang Perubahan Anggaran Penda.patan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran ... {Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

12 Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telab 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59); 

13 Peraturan Bupati .Jepara Nomor 61 Tahun 2018 t.entang 
Pedoman Pernberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pernerintah Desa (Berita 
Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

14 Peraturan Bupati Jcpara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara 
(Serita Daerah Kabupaten -Jepara Tahun 2019 Nomor 74); 



Rp .. 
Rp . 
Rp . 

l. Pendapatan Desa 
1.1 Pendapatan Asll Desa 

a. Semula 
b. Bertarnbah/(berkura.ng) 
Jumlah PADesa setelah perubahan 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapata.n dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN PETJNOGI .. NOMOR ... TAHUN ... T8NTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PETINGG! ... NOMOR ... TAHUN 
... TENTANG PENJABARAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN 
BEL.ANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN ... 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

15 Peraturan Bupati .Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubab 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 
2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Betita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nornor 8 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Deaa 
[Berita Oaerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran .. (Serita Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

18 Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk 
Teknis Aloka.si Dana Oesa di Kabupaten Jepara {Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

19 Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepa.ra Tahun Anggaran 
.. (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ... ); 

20. Peraruran Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... 
(Lernbaran Desa Tahun Nomor ); 

21. Peraturan Desa Nomor Tahuo tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Tahun Anggaran .• (Lembaran Desa ... 
Tahun ... Nomor ), 

22. Peraturan Desa Nomor ... Tahun .. tenta.ng Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. (Lembaran 
Desa ... Tahun .. Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Perubahan atas 
Peraturan Desa Nornor ... Tahun ... tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran .. (Lembaran 
Desa ... Tahun ... Nomor ... ); 



Rp ................•........•...•..•.. 
Rp . 
Rp , ...................• 
Rp . 

Rp . 
Rp , . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .........................•..•..... 
Rp ,. , 
Rp ...................•.............. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .......•.............•.•......... 
Rp . 
Rp ........................•......... 

Rp ................•.....•.......... 
Rp, ..... , ..•........ , .. , .. , .•... ,. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

3.2 Pengeluaran Pcmbiayaan 
a, Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumla.h setelah perubahan 

Selisih Pernbiayaan setelah perubahan (3 1-3.21 

3 Pcmbiayaan Desa 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setclah perubahan 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

2. Belanja Desa 
2.1 Penyelenggaraan Pernerintah Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.2 Bidang Pembangunan 
a. Sernula 
b. Bertambah / [berkurang] 
Jumlah setelah perubahan 

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
a. Semula 
b. 13ertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Semula 
b. Bertam bah/ (berku rang) 
Jumla.h setelah perubahan 

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, 
dan Mendesak Desa 
a. Semula 
b. Bertambah /(berkurang) 
Jumlah setclah perubahan 

1 2 Transfer 
a. Semula 
b. Berlambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan 

1.3 Lain -lain Pcndapatan yang sah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 



SERITA DESA TAHUN NO MOR . 

...... (rrama tanpa qelar} 

CARlK ... 

Diundangkan di ... 
pada tanggal .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . [Nama Tanpa gelar) 

PE'l'INGGI . 

Ditetapkan di .. 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Petinggi ini deogan penempatannya dalam Serita Desa .... 

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalarn Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA} yang disusun oleh Kepala Urusan dan 
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraruran Petinggi ini. 

Pasal 2 



"cetak by siskeudes 

TTD 
( ) 

PETINGGI ...•........•..••••..•..•. 
........... , . 

SEMULA MENJADI BERT AM 
SUMBER I KODE KELUARAN I ANGGARAN 

KELUARAN / AN GOAR BAH/(BE 
REKENlNG URAIAN OUTPUT 

(Rp.) 
URAIAN OUTPUT AN RKURAN DANA 

VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN (Rp.) 0) 
1 2 3 4 5 6 

ap c a b c d 

. t- - I - . - I 

LAMPTRAN PERATURAN PETINGGI 
NOMOR ... TAHUN .. 
TENT ANG PERUBAHAN PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .. 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMER!NTAH DESA ... 
TAHUN ANGGARAN .. 



bahwa sebagai pelaksanaan ketenruan Pasal 32 t\.)'at (4) dan 
ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan guna memperlancar 
pelaksanaan kegiatan belanja yang sifatnya rutin untuk 
operasional penyelengga.raan pemerlntahan desa sebelum 
ditetapkannya Pera.turan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Petinggi 
ten tang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Scbelum Ditetapkannya Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ... ; 
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 rentang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah scbagairoana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757): 

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438): 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

PETINGGI , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENGELUARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN ... 

TENTANG 

PERATURAN PETINGGI .. 
NOMOR ... TAHUN . 

PETlNGGI ... 
KABUPATEN JEPARA 

J Conteh Rancangan Peraturan Petinggi tentang Pengeluaran Operasional 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan 
Desa tentang APBDesa 



5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Permerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabon 
2022 tenta.ng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41. Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] seba_gaimana telah 
beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraruran 
Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturao Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peratura.n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undaog Nomor 6 
Tahun 2014 te.ntang Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tabun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 

9. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transrnigrasi Nomor . Tahun .. tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Senta Negara Republik 
Indonesia Tahun . Nomor .. ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa [Lernbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

l J. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nornor .. Tabun .. 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran . (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun .. Nomor .. ), 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoma.n Pcogclolaan Kcuangan Desa (Serita Dacrah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupau Jepara Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati 



Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 
1 Desa adalah Desa ... Kecamatan .. Kabupaten Jc para. 

P11sal I 

BAB I 
KE:TENTUAN UMUM 

PERATURAN PETINGGI TENTANO PENGELUARAN 
OPERASlONAL PENYELENGOARAAN PEMERJNTAHAN DESA 
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANO 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ... 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN · 

.Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2019 Nomor59); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pernerintah Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, clan Penerimaan Lain Yang 
Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74); 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Bu pati -Jepara Nomor 41 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 
Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

16. Peraturan Bupati Jepara Nornor 8 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Desa (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 
8); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran ... (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun .. Nomor ); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun .... tentang 
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara 
(Beri\a Daerah Kabupaten .Jepara Tahun •. Nomor ... }; 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor .. Tahun ... tentang 
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran ... (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... 
Nomor ... ); 

20. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2018 rentang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal Usu) dan Kewenangan Lokal 
Skala Desa .... (Lernbaran Desa ... Tahun .... Nomor .... ); 



Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menggunakan pagu indikatif anggaran APBDesa Tahun sebelurnnya 

Pasal 5 

(I) Belanja rutin operasional Pemerintahan Desa sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2 meliputi belanjaoperasional perkantoran selarna 2 (dua) bulan. 

(2) Belanja Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
antara lain pcngadaan Alat Tulis Kantor, pernbayaran penggunaan listrik 
dan operasional kantor lainnya yang tidak dapai dirunda pelaksanaannya. 

Pasal 4 

( l) DaJam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa yang disampaikan oleh Petinggi, maka Peraturan De11a renrang 
APBDesa tidak dapat ditetapkan oleh Petinggi. 

(21 Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pelaksanaan 
pengeluaran operasional Pernerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 

Pasal 3 

Belanja operasional Pemerintahan Desa Tahun Angga.ran ... adalah merupakan 
pengeluaran dari rekening kas desa yang sifatnya rutin dan dilaksanakan 
setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

Pa$8.12 

BAB II 
BELANJA OPERASIONAL PEMERlNTAHAN DESA 

1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3 Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat desa sebagal unsur 
penyelenggaran Pemerintahan Desa. 
Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD 
... Kecamatan ... Kabupaten Jepara. 

5_ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjumya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 

6 Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekenmg kas desa. 
7 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 

Desa dan digunakan untuk membaya.r seluruh pengeluaran desa dalam l 
(satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

8 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

9 Peraturan Petinggi ada lah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan 
bersifat mengatu r. 

10 Keputusan Petinggi adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan 
final. 



• 

~F. 
: ·,, '\ ARA, 

\ . ' 

ED: Wrll\NT\ 

BER11'A DESA ... TAI ru N . NOMOR •...•. 

(11ama tanpa gp/ar) 

C/\RIK 

. . . .. .. . .. (Nama Tanpa gf'lar) 
Diundangkan di .. 
pada tanggal . 

PETINGGl .. 

Duetapkan di 
pad.i ranggal 

l'rrntumn Prtmggi im mulai berlaku pada tanggal drundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, rnemeriruahkan pengundangan Peraturan 
Pt•tinggi int dengan penempatanrrya dalam Berna Desa ... 

Pasal 6 

131\D Ill 

PENUTUP 



Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang 
meliputi persiapan evaluasi. tata cara pelaksanaan evaluasr, serta tata cara 
penyusunan laporan dan penyampaian basil evaluasi, sehingga dapac 
dipaharni dengan jelas baik oleh pemerincah desa yang dievaluasi maupun 
Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian 
evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua 
belah pihak. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintab Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupaci 
dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian 
tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDesa. 

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalaro kerangka 
Negara Kcsatuan Republik Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dari 
Peroerintah Desa perlu ada yang harus roendapat evaluasi dari Bupati, salah 
satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(I) Pendahuluan 
Sebagairnana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan 

hukum bagi pemerintah desa dalarn melaksanakan kegiatan berupa 
penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan. pembinaan 
kernasyarakatan dan pernberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam 
penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan 
bersama antara Petinggi dan BPD. 

PEDOMAN EYALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, 
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa 
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(2) Tujuan 

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Caroat dalam 

memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, sehlngga 
tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraruran desa 
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang Iebih 
tinggi dan kepentingan umum. 

(31 Sasaran Evaluasi 

a. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam 
memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan 
penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
dan Rancangan Peraturan Desa ten tang Perubahan APBDesa 

b. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalarn 

mernberikan penilaian atas desa dalarn kaitannya dengan substansi dan 
materi rancangan peraturan dcsa tentang APBDesa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 

(4) Ruang lingkup evaluasi 
I. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan 

informasi yang disajikan dalaro rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 

?. Aspek legalitas yang melipuii identifikasi peraturan-peraturan yang 
melandasi penyusunan rancangan peraturan dcsa tentang APBDesa dan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korclasi dan konsistensi 
substansi dan materi yang tennuat dalam rancangan peraruran desa 
tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa. 

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara 
kebijakan daerah dan kehijakan desa yang dituangkan dalam pedornan 
penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan 
sebagai acuan dalarn penelapan anggarnn pendapatan, anggaran belanja 
dan anggaran pembiayaan. 

(5) Evaluasi 
I Persiapan Evaluasi 

a. Tim Evaluasi 
IJ Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan Perubahan 

APBDesa, Carnet membentuk Tim Evaluasi dari unsur Staf 



memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk 
melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa dan rancangan peraruran desa rentang Perubahan 

APBDesa. 

4) Segala biaya yang timbul sebagai akibar dart dibentuknya Tim 

Evaluasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dikelola oleh Camat.. 

b. Dokumen Evaluasi 
1) Ranca.ngan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan 

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang Lelah 
disepakatl bersama antara Petinggi dan BPD disampaikan oleh 

Pettnggi kepada Carnal paling larnbat 3 (tiga) hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi. 

2) Penya.mpaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud 

pada angka I disertai dengan dokumen pendukung evaluasi 
sebagai berikut: 
a) Surat Pengantar; 

b) Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran 
APBDesa; 

c) Peraturan Desa tentang RPJM Desa: 

d) Peraturan Desa tentang RKP Desa; 

e) Peraturan Desa lentong kewenangan berdasarkan hak asal 

usu! dan kewcnangan lokal berskala Desa: 

D Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika 
tersedia): 

g) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal [jika tersedial; 

h) Belita Acara Hasil Musyawarah Desa, 

d. Anggot.i. 

c. Sekretaris Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Unsur pernerintah kecarnatan dan unsur 

UPT Kecamatan terkait 

3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabal aiau staf yang 

Kecarnatan yang bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai 

kebutuhan. 

2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : 

a. Ketua Camat 

b Wakil Ketua Sekretaris Kecamatan 



i) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan 

Peraturan Desa ientang APBDesa atau Perubahan 
APBDesa; 

j) Daftar Hadir anggota BPD dalam Musyawarah Desa (yang 

Lelah memenuhi quorum); 

kl Daftar Hadir Musyawarah Desa dari unsur Pemerintah 

Desa dan masyarakat. 

3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes 

Perubahan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Camat paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung scjak diterirnanya 
rancangan peraturan desa dimaksud. 

4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes 

APBDesa atau Ranperdes Perubahan APBDesa udak sesuai 

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi Petinggi rnelakukan penyernpurnaan paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dlterimanya hasil 

evaluasi, 
2. Pelaksanaan Evaluasi 

Proses evaluasi dilaksanakan dcngan menempuh tiga tahapan utama 

yaitu : 

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi 

1) Pemeriksaan kelengkapan dokurnen evaluasl dirnaksudkan 

untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh 

Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. 

2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen 

evaluasl sebagaimana disebu tkan pada huruf E angka l h uruf b 

angka 2 di atas telah diterima oleh Tim Evaluasi. 

3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan 

kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim 

Evaluasi mengembalikan kepada pernerintah desa yang 

bersangkutan untuk segera dilengkapi paling lama 2 (dua) hari 

kerja. 

4) Dalarn hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi 

dihitung kembaJi berdasarkan diterimanya bahan-bahan 

dokumen evaluasi yang lengkap. 

b Evaluasi Adrniriistratif dan I .egalltas 

Evaluasi adrninistratlf dan legalitas meneliti beberapa hal sebagaJ 
berikut: 



1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan 

Desa tentang Perubahan APBDesa kepada pihak-pihak yang 

terkait; 

2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa; 
4) Konsistensi penggunaan dokurnen dan inforrnasi dalam 

rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; 

5) Langkah Evaluasi 
- Langkah I: Dapatkan dokumen yang terdiri dari : 

a) Surat pengantar Petinggi; 
bl Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; 
c) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubabao APBDesa, 

d) Peraturan Desa tentang RKP Desa: 
e) Betita Acara Musyawara.h Desa dan Daftar Hadir Rapat 

Musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa atau raocangan peraturan desa tentang 
perubahan APBOesa; 

- La.ngkah 2 · Catat nomor, tanggal dan kelengkapan 
lampiran semua dokumen tersebut; 

- Langkah 3: Teliti dao analisis nomor, tanggal dan 
kelengkapan lampiran semua dokumen 
tersebut; 

- La.ngkah 4: Baodingkan tanggal penyampaian se:mua 
dokumen tersebut dengan ketentuan yang 
berlaku tentang batas waktu penyampaian yang 
selarnbat-larnbatnya 3 (tiga) hari kerja setelah 

diperoleh kesepakatan bersama; 
- Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 

1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas. 
c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa 

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa 
Uruuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Koretasi 

dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, 
dengan kegiatan vang harus diJakukan adalah sebagai berikut: 



- Lan_gkah 1 · Dapatkan dokumen yang terdiri dari · 

a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan 
Bupati tentang Pedoroan Pengelolaan Keuangan Desa; 

b) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan; 
- Langkah 2: Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing­ 

masiog bidang urusan antara APBDesa dengan 
RKP Desa; 

- Langkah 3: Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi 
pendapatan, belanja dan pe.mbiayaan desa 
a.ntara AP Desa dengan RKP Desa; 

- Langkah 4: Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan 
konsistensi semua dokumen tersebut. 

21 Evaluasl Struktur APBDesa 
Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara 
menganalisis indikator pe.ndapatan, belanja dan pembiayaan 
termasuk surplus atau defisit anggaran. 
a) Evaluasi Anggaran Pendapatan 

Pendapatan desa diklasifikasikan menu rut kelornpok, jenis 
dan obyek pendapatan sebagai berikut: 
l. Kelompok penclapatan asli desa, terdiri atasjenis: 

a. Hasil usaha, 

b. I Iasil aset. 
c. Swadaya, parusipasr dan gotong royong. 
d. Pendapatan asli desa lain. 

2. Kelompok transfer, terdiri atas jenis 
a. Dana Desa. 
b. Bagian clari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten. 

c, Alokasi Dana Desa. 
d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi. 
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten. 
3 Kelompok pendapatan lain, terdiri atas jenis . 

a. Penerirnaan dari has ii kerjasama desa. 
b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang 

berlokasi d1 desa. 



jurnlah anggaran belanja desa digunakan untuk 
mendanai: 
l. penyelenggaraan Pernerintahan Desa tennasuk 

belanja operasional Pemerint.ahan Desa dan insentif 
RTdan RW, 

2. pelaksanaan pembangunan desa, 
3. pcmbinaan kemasyarakatan desa, dan 

perundang-u ndan gan sesuai dengan peraturan 
diantaranya : 

paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari 

pendapatan asli desa, kelompok 
transfer dan kelompok pendapatan 
Jain; 

• Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi 

tentang hasil langkah l dan langkah 2. 

b) Evaluasl Anggaran Belanja 
Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana 
belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah 

kelompok jurnlah (b) Pencantuman 

c. Penerirnaan dari hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga. 

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di 
kas desa pads tahun anggaran berjalan. 

e. Sunga bank. 
f. Pendapatan lain desa yang sah. 

Selenglcapnya susunan pendapatan desa beserra kode 

rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
dan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
Langkah evaluasi pendapatan : 
- Langkah l : menganalisis apakab penempat.a.n pos 

pendapat:an telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

- Langkah 2 : teliti dan eermati pencantuman jumlah 
pendapatan yang rnelrpuu : 

(a} Jumlab keseluruhan anggaran 
pendapatan: 



perundang-undangan; 

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada 

anggaran belanja yang dialokasikan 

peraturan dengan sesuai 

Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDesa; 

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos 

anggaran belanja apakah sudah 

Rancangan 

Lampiran 
desa tentang rancangan peraturan 

APBDesa atau 

4. pernberdayaan masyarakat desa. 
paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah 
anggaran belaoja desa digunakan untuk mendaoaoi : 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik 

dao Perangkat Desa lainnya; dan 
2. tunjangan dan opersional BPD. 
perhitungan belanja desa adalah di luar pendapatan 
yang bersurnber dari hasil pengelolaan tanah 
bengkok: 
hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan 
untuk tambahan tunjangan Petinggi, Carik dan 
Perangkat Desa lainnya: 
pencanturnan anggaran per bidang belanja telah 
disesuaikan dengan klasifikasi bidang belanjanya 
sebagai berikut : 
I . bidang penyelenggaraan pemerintaha.n desa; 
2. bidang pembangunan desa; 
3. bidang kemasyarakatan desa; 
4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan 
5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat 

dan mendesak desa.. 
Evaluasi belanja juga menelin apakah penyajian 

informasi anggaran belanja dirinci menurut jenis 
belanjanya yauu belanja pegawai, belanja 
barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga. 
Langkah Evaluasi Anggaran Belanja. 

Langkah I : Dapatkan dokumen 



tersebut di atas. 

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan. 

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: 
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan 
tentang jerus-jenis pembiayaan; 
penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan 
penyajian informasi anggaran pernhiayaan. 

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi 
porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa 
terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. 
Untuk rnengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan desa terhadap bagian clan kelompok 
pengeluaraan pembiayaan, maka langkah-langkah yang 
harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
Langkah evaluasi pembiayaan: 
- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan 

peraturan desa tencang APBDesa atau 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APBDesa; 

- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang 
dilakukan pemerintah dcsa untuk 
menutup defisit. Surnber-sumber rnana 
yang digunakan untuk rnenutup defisit 
terse but; 

- Langkah 3 : Tcliti dan analisis mengenai upaya yang 
akan dilakukan pemerintah desa dala.m 
memanfaatkan surplus; 

- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah unruk 
pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti 
pembentukan dana cadangan, penyertaan 
modal, dan lainnya telah ditetapkan 
dengan peraturan desa, 

- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, 
teliti dan anaJisis apakah Sisa Lebih 

langkah-langkah atas narasi 

kewenangannya; 

Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara 

yang urus.m untuk 



3. Hasil Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraruran desa tentang 
APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, 
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaJuasi yang dituangkan dalam 
bentuk Keputusan Camat. 
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan unruk menyampaikan temuan 
analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau 
rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai urnpan 
batik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempumaan. Lebih 
jauh, laporan ini jl,lga diharapkan dapat rnemfasilitasl pernerintah desa 
dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan 

pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran 
sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, 
dan stabilisasi. 
Laporan Hasil EvaJuasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan 
informasi rnengenai : 
a) evaluasi atas sistern APBDesa/perubahan APBDesa, dan 
b) evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa. 
Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa atau ranca.ngan peraturan desa tentang perubahan 
APBDesa didistribusikan kepada : 
a. Bupati Jepara cq. KepaJa Dinas SosiaJ, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaien Jepara 
b. lnspektur Kabupaten Jepara. 

c. Petinggi, dan 
d. Ketua BPD. 

Perhitungan Tahun Berjalan (SILPAJ telah 
digunakan seluruhnya; 

- Langkah 6 : Simpulkan catatan kritis secara narasi 
atas langkah-langkah tersebut di atas. 



Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayar (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Camat melaksanakan evaluasi 
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran .. , agar tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­ 
undangan yang lebib tinggi dan ditetapkan dengan Keputusan 
Ca.mat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang 
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa Tahun Anggaran ... ; 

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor J 3 Tahun 1950 ten rang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 
sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undanng (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republ!k Indonesia Nomor6856); 

CAMAT ... , 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ... 

TENT ANG 

KEPUTUSAN CAMAT . 
NOMOR ... / ... TAHUN . 

JL ... No .... Telp .... 

E. Contoh Keputusan Carnal : 

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 
KECAMATAN ... 



Dalam hal Petinggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

KETJGA 

l<E:DUA 

Menetapkan : 
KESATU Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa .. ternang Anggaran 

Pendapatan da.n Belanja Desa Tahun Anggaran ... , sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian Lidak 
terpisahkan clari Keputusan Camai ini, 
Petinggi harus rnelakukan penyempumaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Desa Tahun Anggaran .. , berdasarkan hasil evaluasi 
paling larnbat 7 (lujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
Kcputusan Camat ini. 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenrang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321). 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor6ll); 

5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Teknis Penyusunan Peraiuran Di Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di 
Desa (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 57); 

6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Keuangan Desa [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59); 

7. Peraturan Bupati .Jepara Nomor 73 Tahun 2019 ten tang 
Penghasllan Tetap, TunJangan. dan Penerlmaan Lain Yang Sah 
Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara [Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74); 

8. Peratu ran Bupati Jepara Nomor 8 Tah un 2021 ten tang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Desa 
(Serita Daerah Kabupatcn Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Bent.a Daerah Kabupalen Jepara Tahun 
2021 Nomor 39); 



Tembusan: 
1. Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospennasdes Kabupaten Jepara; 
2. lnspektur Kabupaten Jepara; 
3. Ketua BPD ... 
4, Arsip. 

Ditetapkan d i . 
pad a tanggal . 

CAMAT . 

... rnenjad! 
pembatalan 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
Peraturan Desa, Carnal menyampai.kan usulan 
Peraturan Desa kepada Bupati. 

KEEMPAT: Kepuursan ini mulai berlaku pada tanggal ditet.apkan. 



l 2 3 .:i 5 6 
1.2 Apakah BPD telah - Kcputusan BPD - Cermati 

menycpakal:J Ranperdes tentang Kescpakatan apakah BPD 
tcntang Ranperdes APBDcsa/ dalam 
APBOcsa/Pcrubahan rcrubahan APBDcsa m usyawarah 
APBJJesa Herlta Acara Hasil iersebut tel ah 

M11sy11wnnaih mernenuht 
Pernbahasan quorum ('/, 
Ranperdc:1 APBl>csa/ anggota BPD 
Perubahan APBOcsa hadir) . Oaflar lladir Anggota 
HPD dalam 
Musyawarah 
Pernbahasan 
Ranperdes 
APBD~sa/ Pcrubahan 
t\Plln<'sa yang Jelah 
memenun] 'l)'llr!ll 
nuorurn 

No Aspek/Komponen Yang Kesesuaian AL11 Verifikasl Keterangan Dlperiksa Ya Tidak 
l 2 3 4 5 6 
I. A~k Administrasi dan Leaalltas - I. I Apnkah scmua dokumcn . Peraturan Desa . Cermnti 

r.voluasi t\'ll"lh <lite.rim a tentang RKP Of~ kesesualan 
darl desa secara tahun berkenaan pen can Lumen 
lengkap, mellpu ti : . xepu tusan BPD tanggal dari 
a. Peraturan Dcsa tentang Kesepakatan mastng-masing I 

ten tang RKP Desa Ranperdes APBDesa/ berkas yang 
'l'ahun berkenaan Perubahan APBDcsa d ilampirkan 

h. Keputusan BPD . Berl la Acara Hasll . Ccrmati pula 
ten tang Musyawaroh pe.rihal dad 
Kesepakatan Pembahasan maslng-masing 
Ranpcrdcs Ranperdes t\PBDcsa/ berkas yang 
APBDcsa/Pcrubaha Perubahan APRDcsa dilampirkan 
n APBDesa - panar Jfadlr Anggota 

c. Berita t\cara Hasll BPO dalam 
Musyawarah Musyawamb 
Pembahasan Pemba.basan 
Ranperdes Ranperdcs 
APl3Dcsa/ Perubaha APBOcsa/l't'.rubahan 
n APBOt'SB APBDcsa yang Lelah 

cl. Dafter Hadir memenuht syaraL 
Anggota BPD dalam quorum 
Musyawarah - Daftar lladrr 
Pembahasan Pemcrlntah Desa dan 
Ranperdes rnasyara ka l daJam 
APBDt'Sa/Pcrubaha Musyawarnh 
n APROcsa Pernbahasan 

e. Dallar Hadir Ranperdes APBDesa/ 
Pemerin tah Desa Pcrubahan APBDesa 
dan Masyarakat 
dalam Pernbahasan 
Ranperdes 
APBDesa/ 
Perubahan 
APBDe:;a -- - - 

LAMPlRAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... 

TAHUN ANGGARAN ... 

I STATUS PERATURAN DESA = AWAL I PERUBAHAN 1 
I. OAMBARAN UMUM TENTANG APBDesa 



~~ ten 111ng I 
an Dcsa ---'---------" 

n Uupotl 
Penetapan 

Bagla.n dart 
'ejak dan 

Oacrnh 
n yang 

dcsa 

n Gubcmur 
Alokstsf 

Provfnsi 
n Ou pa Li 

Penetupan 
ana Drsa 

rcntang 
Dena Dc•sa 

Penmaan 
Ilk Dl''iR 

Pungutan 
Asar Deso. 

Wlsata Desa, 
an Perahu, 

____ _,_I - 6 I 2 Ll-:J 4 I 5 
2.2 Peni!aontan 

2.2.1 Apakuh cstimusi 
J)l'ndn1mtan roslonal dan 
reallsus 
Apakah 

--- - - 

2.2.'l esttmasi - Perdes 
penrtapauin dcsn yung Desa (P 
bersumber dari Tempat 
pendapaum aslJ desa Tambat 
rasional dan realistls, dll) 
scna didapn1 ken 8(-<:Am - l'en1cs 
kgnl dan telah dinmr Tannh Mi 
dnlam l'c'rdr~ 

2.2.J Apakah esumas! - Krputusa 
p<'n<lnpnt11n desa ynng tentnng 
bersumber dnri dnne Bnruuan 
transfer rnsional, Keputusa 
realist ls clan sesuat ICOLAJ18 
dengnn penctapannva /\lokasl D 

- Perbup 
Rindan 
&•tfllp oe 
Krpurnsn 
tentang 
Aloknsl 
Hasll J 
Rctrlbusi 
Kn bu pate 

-~ .~dltcnmo 
2.3 Belan Jo 

z.a I ApnknJ, pcnempaian pas Pcnncnd 
btlnn10 tt·lnh Sl'SUlll Ptnitclolo 
denaan nerarurnn i-cunn2, .. 

1.3 Apakah pengajuan - Keputusan BPD Cennati 
Ranperdes APBDesa/ tentang Kescpakatan tanggal 
Perubahan I\PODesa Ranperdes APBDesa/ Keputusan 
dilakukan tepat waktu Perubahan APBDesa BPD 

- Berdasarkan 
aturan, 3 (tiga) 
h1tri setelah 
disepakatl 
bersama, 
~perdes 
APBOesa 
/Pcrubahan 
APBOcsa harus 
dJajukan 
kepada Camat 
uniuk 
dicvaluasi 

2. i\soek Kcbiiekan dnn Struktur APBDesa[Perubahan APBDcsa 
2.1 Umum - z.r, I Apakah Ranperdes - Perdes RKP 

icntang APBDesa/ Drsa/Perubahan 
Peruhuhan APBDesa RKP Desa tnhun 
dlsusun berdasarkan berkenaan 
Perdcs Rl<P Oesa/ 
Perubahan RI<!' Desa 
tahun berkenaan I• 

2.l.2 /\pakah pen cm pat an pos - Permendagri ten tang 
pendapatan tetah sesun! t>engelolaao 
dengan peraturan Keuangan Desa 
perundangundangan . Pcrhup ten tang 

Pcdom:in PengcJolaan 
~ l<ruanPRn Deso ---- - 



I• 

Apakah sllpa ranun 
scbeturnnya trleh 
dlgunaksln seluruhnyn 
ApAknh ada pos 
pengeluaran pemblaynnn 
untuk pembentukan 

._<lana~a.~ _ ·- 

.. 
2.~ 4 

l.4.3 

_ P.£.m blAfll!l n 
Ap11.kah penempatan pos 
prmhhiynnn trlnh sesuat 
dengan peraturan 
perundang undanE,llll 
AJ)llknh padn pos 
penerirnann pemblnyaan 
tcrdapat stlpn lahun 
rmnm1J11J1 sebelumnva 

$8lUI\Jl 

Petlnggl 
Stander 

:.!.<l • .l 

. 2.4 - 2A I 

1-­ 
Besaran tunjangan clan 
opernsionnl untuk 
anggota BPD 
dlanggarkan scsual yan.R 

1-~c-1-d=clc.cleta_2.!um dalam Pe_rbu£_ 
.2.3.7 Alokosl hclanjn dengnn 

output y-,mg akan 
dihasllkan logis karcna 
telah mcrnperhltungkan 
tlngkat kemahnlnn dnn 
grograllR (stander hargn) 

3 

:,1.3.6 

Apakah belanja desa 
yang ditetapkan dalam 
APBDcsa paling banyak 
30% (t!ga puluh 
perseratus) 
c!iP<'rg\lOAkAn 1m111k • 
a. Siltap den tunjangan 

Peri nggi, Carlk dan 
Pcrangkat Desa. 

b. Tunjangan dan 
operasior,~o"-J ""B"-PD-=cc. ,,---1--1---+--=-c-- 

Apakah siltap, · Perhup trntAng 
tunjangan dun Juknis ADD 
tambahan tunjangan dan/atau Perhup 
untuk Pt-onggi, Carik tentang Slllnp 
clan Perangkat Desa Pt-tmggi don 
sesuai dengan yang Pernngknt Ueso serta 
ditrtapkan delom Pcrbup Perdes tentang Siltap 
clan Perdes Petlnggi dan 

Pcmnukat Dcsa 
- Perhup tentang 

Pedornun Tata Cam 
Pcnglsian d1,n 
Pt•mbcrhentian 

-+---+---"A"-'nggQta BPD 
f'crbup ten tang 
standar 'ISltuan harga 

• Perbup rentnng 
srandar biaya 
masukan 
f>t,nuumn 
tentang 
Biava clan 
harea 

2.3.5 

s 2 I 
2.3.4 

J)frundang-undangan . Perbup tentang l 
Pedoman Pengelolaan 
Keuanzan Desa . - Perbup 2.3.2 Apakah sernua bclanja . tentang 

dcsa telah sesual dengan Kewenangan Desa 
kewenangan desa . Perdes ternang 

Kew('n~nB~n n,,.,. 
2.3.3 Apakah ada 

prognun/kegiatan yang 
dilakukan lcbih darl I 
(satuJ tabun onggernn 
(!nult!ycnrsl 



Ill. KESIMPUL.AN 
l Ranperdr:s iernang o\PBDf'sa telah sesuai dengan perat uran perundang­ 

undangan dan udak bertentangan dcngan kepentingan umum 
2. Pl'tinggi hams mernperbaiki ranperdes rentang APBD<'SB paling lama 20 

[dua puluh) han sejak ditcnmanv a hasil evaluasi 
J, Setelah dilakukan perbuikan, maka ranpe-rdes tcntang \PBOc•sa dapat 

diundangkan oleh Cruik/Plt Carik dalam Lcmbaran Dr-sa dan mulai 
lx-rlnku, 

4 PAiing lamhat 7 [tujuh] han seielah drundangkan, t (satu) bcndcl Pcraturan 
Desa tcntang APBDesa dikirirnkan kepada Bupari .Iepara rq Kepal» 
Dmsosperrnades Kabuparen .Jepara, dengan Pcngantar Surat dan Camat 
unruk diklanfikasi 

II PERUBAHAN YANG BERSIFAT RED,\I\.SION.-\L 
t 
2. List 

Prn,tumn tlr:--....1 
r-n r.,ng f'rn\Tr1:u1n 
Mn,t,tl BUM nr-.., 

P,•r,'1111,tn 1>r .... l 
tf·10 .• ng I >,tt1.-1 
C.,d.111~. .n 

\I J r 1 1 - J 
2 -l 5 /\paknh Jl<"ml•·niuk,,n 

tlan;i nidang.tn 1rl,1h 
thtrlH)lli,,n ,1r111;:m 
l',·ratur,tn L>ri;a - 2 ~ b ,\p,1k;1J1 ,«la po~ 
11rn11rlt1 ,lf'\11 l"'llll>i~Y~·tll 
umuk penyertann mr,d11J 

l I 7 Apak.th p,·11,·rrt.<Hll 
ruodul jl.td,1 UUM !Jc.._. 
rc·htll °'M'"'IU1ti ,lrnF,Hll 
peraturnn r,rn1nd.111~· 
111111.m~.111 ,1nn 
d1tr1;,ph.m rnelnlui 
1-u·r.11u1an c.Jr',.St d.1n 
mr-nu-nurn ml;1i 
krJn~.-lk4lTI uc-,.1.hu 


